BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWIESIT TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR &2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kkawasan Permukiman ;
b. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia vang berfungsi untuk mendukung terselenggaranva
pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualitas
generasi yang akan datang ;

c. bahwa kebutuhan rumah tinggal sangat meningkat
kKhususnya di kawasan perkotaan maka fasilitas
pembangunan rumah susun sederhana sewa men ad:
alternattf untuk pemenuhan rumah unggal vang
bermartabat, nyaman, aman dan sehat bag masvarakat
berpenghasilan menengah ke bawah Khususnva vang
berpenghasilan rendah ;

d. bahwa agar pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(RUSUNAWA) dapat berjalan secara efektif dan efisien
serta tepat sasaran |

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad
dalam huruf a, hurut b, huruf ¢ dan hurutf d. maka perly
menetapkan Peraturan Bupatu  kolaka Utara rentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten
Kolaka Utara .

Mengingat . 1. Pasal 18 avat 6 lhuinug-lhuiung Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945 :

2. }Jndraug - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2002 _H_-ntnng Bangunan Gedung  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) |,
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia

Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 29  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4339) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republk

Indonesia Nomor 6349) ;

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor 5252) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimand telah
di ubah beberapa kali terakhir dengan Undaag Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan hedua atas
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 20014 tentaig
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Republik
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 /
PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan ;

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
02/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk pelaksanaan
Penyerahan kegiaatan Selesai di Lingkungan Kementerian
Negara Perumahan Rakyat ;

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan

dan Permukiman ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang pedoman teknis Pengelolalan Barang Milik Negara .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bernta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) .

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2007
tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemamiaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara |
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19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Rencana Pembangunan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
01/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan
Pengelolaan Rumah Susun ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) ;

22. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 52 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 52) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom ;

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara ;

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara :

5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan :

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara :

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Khusus dan Rumah Susun vyang

selanjutnya disingkat (UPTD) Rusus / Rusun adalah unit pengelola Rumah
Khusus dan Rumah Susun Kabupaten Kolaka Utara :
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8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD rumah khusus/rumah susun Kabupaten
Kolaka Utara :

9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah
Bangunan Gedung Bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam
arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta
di bangun dengan menggunakan dana APBN /APBD dengan fungsi utamanya
sebagai hunian ;

10. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut
Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan
Sécara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai
sarana penghubung ke jalan umum ;

11. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas
barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa yang meliputi kebijakan
peréncanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa ;

12. Pemilik Rusunawa yang selanjutnya disebut pemilik adalah pengguna barang
milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa
rusunawa ;

13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang
berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian /lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa.
pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status
kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk mengfungsikan
rusunawa sesuai dengan aturan yang ditetapkan ;

14. Penghuni adalah warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku vang
melakukan perjanjian sewa rarusunawa dengan UPTD/Badan Pengelola :

15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR adalah
masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan di bawah
UMR ;

16. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh
data atau informasi serta penata usahaan rumah sewa dengan cara

penyampaian surat pemberitahuan kepada penghuni untuk di isi secara
lengkap dan benar ;

17. Retribusi rumah sewa adalah pungutan daerah sebagai pembavar
pelayanan pemakaian rumah milik pemerintah da

orang/pribadi badan :

¥

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan

erah untuk kepentingan

untuk melakukan pembayaran

retribusi termasuk pemungul atau pemotong retribus tertentu

19. Rumah adalah bangunan gedung vang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya -

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

selanjutnya di singkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer

ah Kabupaten Kolaka Utara.
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BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pelayanan prima kepada penghuni RUSUNAWA berupa kenyamanan dan

ketertiban ;
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan RUSUNAWA ; dan

b. agar pengelolaan RUSUNAWA dapat dilaksanakan secara tertib, tepat
sasaran penghuni, layak huni, berkelanjutan, transparan dan

akuntabel. |
(3) Peraturan Bupati ini ditetapkan dan selanjutnyan akan dibuat Peraturan

Daerah yang akan diundangkan pada Tahun Anggaran 2021.
BAB l1II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI
Pasal 3

Calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa memenuhi persyaratan dan

ketentuan sebagai berikut :
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;

a.

b. Masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ;

c. Warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh ;

d. Belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan

dari RT/Kelurahan setempat ;
e. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq Kepala Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjadi calon

penghuni dengan dilampiri ;
1. Foto Copy KTP

2. Foto Copy KK
3. Pas fhoto ukuran 4 x 6 (3 lembar)
4. Keterangan penghasilan dari Pemerintah setempat/Kelurahan setempat.

f. Surat pernyataan kesanggupan membayar sewa Rusunawa dan iuran lain
serta kewajiban lain yang ditetapkan ; dan

g. Surat pernyataan kesanggupan mentaati
penghunian dan ketentuan lain yang di tetapkan .

dan mematuhi tata tertib
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BAB IV
PENETAPAN CALON PENGHUNI
Pasal 4

(1) UPTD rumah khusus dan rumah susun melakukan seleksi calon penghuni

yang telah memenuhi persyaratan;
(2) Memprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau

minimum sebesar Upah Minimun Kota (UMK); |
(3) Hasil seleksi di sampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan

penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni; o
(4) Berdasarkan hasil seleksi yang telah mendapatkan persetujuan Bupati, dl‘
lakukan penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni

dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PENGHUNIAN
Pasal 5

Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian Peraturan Penghunian yang dibuat antara kepala Dinas dengan calon

penghuni :

a. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa tidak di batasi oleh waktu selama
calon penghuni masih dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) dan belum memiliki Rumah Layak Huni :

b. Perpanjangan Perjanjian dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan
perpanjangan kepada kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
Jangka waktu perjanjian berakhir :

C. Berdasarkan surat perjanjian Kepala Dinas menerbitkan surat ijin
penghunian ;

d. Surat izin penghunian diberikan kepada penghuni untuk disampaikan
kepada ketua kelompok hunian (RT/RW) setempat untuk dicatat dan
digunakan sebagai bukti resmi menjadi penghuni Rumah Susun Sederhana

Sewa ;
€. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa wajib mentaati tata tertib
penghunian ;

f. Calon penghuni yang sudah menandatangani  kontrak /surat perjanjian
dla]am wgktu paling lambat 1 (satu) bulan harus sudah menghuni/bertempat
tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa ;

g. gdqeliapﬂrkan perubahan anggota keluarga (pindah /masuk) dalam waktu 2 x
jam.
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BADB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUN]I

Pasal 6
(1) Penghuni Rumah susun sederhana sewa mempunyai hak sebagai berikut:

4 Menempati 1 (satu) Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa untuk tempat

tingpal ;
b. Menggunakan dan atau memakai fasilitas barang dan benda bersama :

Menyampaikan keberatan / laporan atas layanan kondisi, tempat dan

Imgkungan hunian yang kurang baik
d. Mendapatkan pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana,

sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni :

¢. Mempunyai sarana sosial ;
[ Menjadi anggota RT, RW yang dimanfaaatkan sebagai wadah komunikasi

dan sosialisasi guna kepentingan bersama :
8. Mendapat ketenteraman dan Privasi terhadap gangguan fisik maupun

psikologis ;
h. Mendapatkan penjelasan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan
evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air dan

listrik .
(2). Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai kewajiban sebagai
berikut:

a. Mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan ;
b. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan

pengelola ;
Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana

umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan ;
d. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan

bermasyarakat yang harmonis :
Membayar rekening pemakaian sarana air bersih, listrik dan kebersihan :

. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapl dan

teratur ;
Melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan dan

prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa :
h. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh

kelalaian penghuni ;
I. Mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir :

Memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan ;
k. Membayar Uang Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan lantai

hunian:
1. Lantar 1 senilai Rp. 250. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah)/bulan.

2. Lantai 2 senilai Rp. 225. 000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah)/bulan.
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3. Lantai 3 senilai Rp. 200. 000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan.

4. Lantai 4 senilai Rp. 150. 000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.

S. Lantai 5 senilai Rp. 100. 000,- (Seratus Ribu Rupiah)/bulan.

Melaporkan kepada ketua RT apabila penghuni meninggalkan atau

mengosongkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu
Melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada ketua R

setempat dalam waktu 1 x 24 jam ; dan
Mengikuti pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh

Dinas secara sukarela .

Pasal 7

Penghuni Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa di larang untuk :

Memindahkan hak huni kepada orang lain dengan alasan apapun ;

d

b. Merubah seluruh dan atau sebagian ruangan dan atau bentuk bangunan ;

¢  Menvewa/menempat lebih dari 1 (satu) satuan unit rusunawa ;

d. Menggunakan unit satuan rusunawa sebagai gudang ;

¢. Merusak fasilitas bersama vang ada dilingkungan rumah susun ;

f.  Menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa izin
tertulis dar Kepala Dinas ;

g. Menjemur di luar tempat yang telah ditetapkan/ disediakan ;

h. Memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium dan
burung dalam sangkar ;

1. Mengganggu keamanan, kenyamanan, Kketertiban dan kesusilaan serta
membuang sampah tidak pada tempatnya ;

J.  Menyimpan atau meletakkan barang/benda dikaridor, tangga/tempat-tempat
yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan
penghuni lain ;

k. Meletakkan barang-barang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai
yang ditentukan ; dan

. Mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Rumah Sewa yang tidak
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

BAB VII
BIAYA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
Pasal 8

(1) Pemanfaatan atas Rumah Susun Sederhana Sewa dikenakan biaya sewa
serupa Sewa Rumah Susun Sederhana yang besarannya telah ditetapkan
pada pasal 6 ;

(2) Biaya sewa rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Harga se.wa adalah besarnya biaya sewa yang harus di bayar oleh

penghuni setiap bulan atas pemanfaatan rumah sewa :
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b. lzin persewaan adalah besarnya biaya sewa yang harus di bayar oleh
penghuni atas pelayanan pemberian izin untuk dapat menempati rumah

Sewa dalam jangka waktu tertentu ; dan
C. lzin perpanjangan sewa adalah besarnya biaya sewa yang harus d; bayar

penghuni atas pelayanan pemberian izin perpanjangan sewa untuk dapat
memperpanjang jangka waktu menempati rumah sewa sesuai waktu yang

di tetapkan .
Pasal 9

Waktu Pembayaran Biaya Sewa

(1) Pembayaran Bilaya Sewa dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10

pada bulan berikutnya ;
(2) Keterlambatan atas pembayaran Biaya Sewa dikenakan denda biaya sewsa

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan
(3) Pelunasan atas biaya sewa yang terutang dapat dibayarkan dar uang

jaminan sewa .
Pasal 10

Kebijakan untuk Penghuni Rusunawa

Apabila kemampuan keuangan penghuni Rumah Sewa belum mencukupi, dapat
dilakukan pemberian keringanan dengan mencicil dan /atau pembebasan biaya

sewsa .
Pasal 11

Aturan Kebijakan

(1) Keringanan biaya sewa dilakukan dengan cara memberikan pengurangan

sebagian dari tarif biaya yang wajib dibayar ; dan
(2) Keringanan retribusi sewa hanya dapat diberikan paling banvak 30 %, dan

tarif biaya sewa yang ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan .
Pasal 12

Pemberian keringanan biaya sewa dilakukan dengan cara mengansur paling
banyak 5 (lima) kali dari keseluruhan biaya sewa yang wajib dibavar .

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan biava
sewa, Penghuni harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan

melampirkan :
a. Foto copy KTP ;

b. Foto copy KK ;
c. Berdomisili di Rumah Susun Sederhana Sewa

Sewa menyewa yang telah disepakati oleh kedua belah pthak
d. Surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan setempat atau

bukti lain yang dapat digunakan sebagai warga miskin

sesuar surat Penanpan

10

Scanned by TapScanner



keringanan atau pembebasan sewa rumah

(2) Pemberian pengurangan,
pendataan, klarifikasi dan survey

dilaksanakan secara selektif melalul
lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas .

Pasal 14

(1) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan biaya sewa rumah

diberikan berdasarkan atas keadilan, kepatuhan dan kewajaran ;
(2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan biaya sewa dilakukan

oleh Kepala Dinas atas persetujuan Bupati .
Pasal 15

Dalam hal terjadi kenaikan tarif biaya sewa rumah susun, pada masa peralihan
dapat dilakukan pemberlakuan tarif biaya sewa secara bertahap dengan

Keputusan Bupati .
BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
dilakukan oleh Dinas melalui UPTD/Pengelola dan penghuni untuk
mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban

lingkungan ;

(2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi.
pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis ;

(3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sews :
(4) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas melalui
UPTD/Pengelola .

BAB [X
SANKSI
Pasal 17

Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa yang tidak memenuhi ketentuan vang
telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Apabila penghuni melanggar ketentuan/ larangan dan kewajiban maka
perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola ;

b. Calon penghuni dalam waktu 1 (satu) bulan belum menempati huniannva.
maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala
dinas ;

c. Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab
penghuni ;

d. Tidak membayar biaya sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus
keluar dari rumah sewa dan tempat hunian di gantikan oleh calon penghuni

lain sesuai daftar tunggu ; dan
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e. Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa menyewa dan tidak '|H.‘I'H{f'{“il
mengosongkan tempat hunian setelah mendapal peringatan sampai 3 (tiga)
kali. akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

B C & ok Te 5 Pt , ' Ditetapkan di Lasusua
rji@tf _i?? _’{H&M pada tanggal '2,‘5{ D{ﬂem&lr 020
NG '-T"‘J! _ < [ AN W F A PAR

. W TwAI P e, e P, UL i, e _—

| e 1eDA 11 BUPATI KOLAKA UTAKA
!f-‘ LAGKTEM__I_I b
3 peavmanay e
4 Pagan Hakun | 7@ H. NUR RAHMAN UMAR

L Kk (e, 15/

By —wT . T -

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 24 DREeM g 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAUFIQ. S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 42
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PEMERINTAH PROVINS| SULAWES! TENGGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Nompiek s Bury Prage Andonounss Telp (O401) 3101800 Fax 0411 1181814 Ae wier: 5570

Kendari, /- 1= 2020
Kepada
Nomor /8{‘9 . £ \/l/ 60372 Yth. Bupati Kolaka Urara.
L-aﬂ_’lpl!’i.iﬂ ' Cq. Sekretaris Daerahn
Perihal - Hamsl Fasihitas: Raperbup di -

Kolaka Utara. Lasusus

Schubungan dengan  Surat  Sckretans Dacrah
Kabupaten Kolaka Utara Nomor 014/481, 2020 anpgal |7
November 2020 Perthal Permohonan Fasiitas, =anoangan
Peraturan Bupat Kolaka Utara tentang Pengeloiaan Mumah
Susun Sederhana Sewa Kabupaten Kolaka Utara, dengan
hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut

I Dalam Rancangan Peraturan Bupau Kolaks Utara tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sew: Habupaten
Kolaka Utara. setiap lembaran dicantumkar  ongka
nalaman  dan dicantumkan di bagian atas tengah dengan
didahulul dan diakhiri tanda {-), serta dibern ‘arak ' <atul
spasi kecual lembaran pertama.

f-..;

Paca ketentuai: dasar hukum mengingat ditambabkan 3
(iga) dasar hukum sehingga berbunyi schagar benk o

vndang-Undang Nomor 12 Tahun 201 AR
Pembentukan Peraturan Perundang undangan
schbagaimana telah diubah dengan Undang ndang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahar Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ¢ ntang
Pembentukan Peraturan Perundang nuncangan
(Lermbaran Negara Republik indonesis Yahun 2059
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaco  Repubhk
ndonesia Nomor H349),
Peraturan Pemernintah Nomor '2 Tahun SO0 tentang
Pembimaan PETE Pengawasan Fenl clenggaraan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negars  SQeouhik
indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan fendsaran
Negara Republik indonesia Nomor 604 1
Peraturan Pemenntah Nomor (2 Tabun 2019 tentung
Pengelolaan  heuangan  Daerah (Lo baran B TR
KRepubhk Indonesie Tahun 2019 Nomo: 47 Tambakan
Lembaran Negara Republik {ndonesia Noamor o4

3. Dasar hukum mengingat disusun  secars Mesardis  dan

wronologis
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4. Pada

[ |

ketentuan  dasar  hukum Mengingatl  aemor o arg’ 6

disempurnakan schingge berbunyi sehagar benkut

16 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 8O Tahun %

YL enilang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bente Negaro Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scboagaimana telah diubah
dengsn Peraturan Mentert Dalam Negert Nomer 120 Tahua 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalom Negeri Nomoy
BO Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 1aerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (57

O. Pada ketentuan BAB | KETENTUAN UMUM Pasal | angkas 2
diserpurnakan schingga berbunvi sebagal benkus

HAB |
KETENTUAN UMUM
Pasa! |

Dalam Peraturan Bupat ini, vang dimaksud dengan

1. Tetap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bup&b sebagadl unsu. penyelenggaa
Pemerntahan  Daerah  yang memmpin  pelaksanuans  orusan
Pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonon

3. Tetap. Dst

6. Pada ketentuan BAB VI Pasal 6 ayat (2) huru! « dan norad k
disempurnakan sehingga berbunyi sebaga) benkus

Pasal o

(1) Tetap -

(2) Tetap

a. tetap:

b. tewap.

¢. tetap,

d. tetap;

e. Membayar rekening pemakaian sarana ar bersib gsins dan
kebersthan.

{. te1ay.

g tetap,

h. tetap.

i tetap:

1 tetap

k. Membavar Uang Sewa Rumah Susun Sederhans Sews vung
telal: ditcwspkan sesum dengan ketentuan yaog betlakn sesual
dengan Lantar human

=

2.

3

3

Ldntas 1 oserulal Rp 250 000, (Dua Ratue Lima Puar Ribg
Rupah)/bulan

(antas 2 serulan Rp 225000, (Dua Ratus Dos Pulak i
Fibu Rupiah); bulan.

laniar 3 semdat Rpo 200 (0 Pus  Retus by
Kumahj/ bulan

Laniar & senilay Rp 150000 [Seratus Lma Palul Kbao
Rupmahj/bulan.

8 Larvad 5 senslai Rp 104,000 - {Seranus Kbt Rusah!s bhuan

. ——— S ). i u
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7. Padn keternituan BAB VIl Frasa Retribus: digant dengan Frass Haava
Sewa sehingga berbunvi sebaga beriku:!

HAD VI
BIAYA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
8. Pada keteniuusn Pasal B sampa dengan Pasal | Frasa Rerbum

dihapus dan digantt dengan Frasa Biaya Sewa sehingge berbuns
sebagral berikut .

Pasal 8
{1} Tetap,
(2) Biaya sewis rumah Susun sebagaimana dimaksud puda ayval ||
terdiry clanm

a. Harga sewa adalah besarnyva biaya sewa yvang horis dibavar
oleh penghum setiap bulan atas pemamfaatan riomah sew .

b. lzin persewaan adalah besarnya iava sewa vang nares dibavas
oleh: penghuni atas pelavanan pemberian war untuk dapa:
menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertento dig

C. I7zin perpanjangan sewa adalah besarnya biavas sewa cang luiras
dibayar penghum atas pelayanan pemberian win perpanaig:r
sewa untuk dapat memperpanjang jangka waktu mencmpats
rumal sewa sesual waktu yang ditetapkan

Pasal @
Waktu Pembayaran Biaya Sewa

(1) Pembavaran Biava Sewa dilakukan setiap bulan paling Lamba:
tangegai 10 pada bulan benlkutnya;

(2) Keterlambatan atas pembayaran biaya sewa dikenakan lends
biaya sewa sesuai Peraturan Perundang undangan vang oerlaso
dan

(3) Pelunasan atas biaya sewa yang terutang dapat cdibsvarka . darn
UANIE Jminian sewa,

Pasal 10
Kebyakan untuk Penghum Kusunaw.

Adapun kemampuan keuangan penghun: Kumal Sews e

menculkups, dapat didakukan pembenan  kennganas  dengen

mencicil dan/atau pembebasan biays sewa
Pasal 11
Artiran Kibyjakan

{1} Kennganan baya sewa dilakukar dengan cars nembenkay

pengurangan sebagian dan taril biaye sewa  vang wano o0y s

dan
(2) Ktﬂﬂgﬂnﬂn biaya sewa hanva dapat dibenkan palos barak 30%
dan L MAYA SWh Yalig dlt!"’tﬂpﬁﬁ v dengtan ].-,irlﬁh. 1 WA ETL Gy

lama ¢ (rnam) bulan

Pragal 1)
Pembernan kennganan ihava sewsn  dhiakukar  dengas rae
mengansut paling banvak 5 flima) kab dan kesobhaognee (nay &
sewa vang wajth dibavar

Panai |13
1) Untuk mwendapatkan  kennganan, pengurangas. dan L
perndbwe Davan Inava  wsewa Pernghung Pl i -V LTS
PETIAs oGt Afcsre e ulis Mepaaatia Moepalsm Dvras PR by
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1
a Tetap
b Tewap,
€. Tetap
d. Tetap.
(2) Tetap
| Pasal i4

(1} Pembernsn keringanan, pengurangan aiau pemixbasen Lo, 4 sows
rumali susun diberikan berdasarkan otes keadidan lae prat Lkt
dan kcwsgaran,

(2) Pembenan penguracgan kermganan dar pembe basan Dy i sowa
dilakukar oleh Kepala Dinas atas persetuyian Bupst

Pasal {5
Dalam hal terjadi kenaikan tanf baya scwa fummabi sasur. i
masa peralinan dapat dilakukan pembertakuan e DEaya s
secare bertshap dengsn keputusan Bupat
Q Pada ketenruan BAB VIl PENGAWASAN DAN PENGENDALIAS a5

17 seharusnvs Pasal 16, Pasal 18 scharusnyva Pasal 7 Jan Pasa! 1%

seharusniiva Pasal I8

16, Pada kewntuan BAB IX SANKS] Pasal '8 alau Pasail? bsaw d

disempurnakan sehingga berbunyi sebagai benku:

a. 1ewap

b. Tetap,

¢c. iclap,

d. Tidak membayar biaya sewa selama 3 {tga) bularn berture: -tust
harus keluar dari rumah sewa dan tempat bunian digannkan ooy
calon penghuni lamn sesuan daltar tunggu; dan

¢e. Tetap

Demildan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaanoy

an. GUBERNUR SULAWEST TENGUARA
SEKRETARIS DAERAH
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